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| 7Y HAK JAMINAN DAN KEPAILITAN T &
~ HAK TANGGUNGAN DAN ASAS PEMISAHAN
' :’HORES@NTAL

" Oleh : 'E?fof; Dr. _'Ma'_rié_ S.W.”S'u_méi:ﬂjdfiég SH MCL, M’PA**)

L UE :'.:'_.-Undang undang Hak Tanggungan berlaku efektlf mulai tanvgal L
9 Aprll 1596 dengan dlsahkannya Undang~Undang No. 4 Tahun 1996.
Setelah melewati rentang waktu leblh dari 35_tahun semenjak dlamanatkan '
oleh Pasal' 51 UPA, 'ak u*nya t rwu;udiah undang~undang yang
daharap ___aﬁ dapat menampung serta sekaixgus mengamankan kegiatan
per__redxtan daiam .upaya. memenuh: kebutuhan tersedxanya dana untuk
menunjang. kegaatan pembangunan

Terbitnya Undang-Undang tentang Hak Tanggungan (dlsmgkat
UUHT) ini amat berarti di dalam menciptakan unifikasi Hukum Tanah
MNasional, khususnya di bidang hak jaminan atas tanah.

Sampai dengan saat terbitnya UUHT, lembaga hak jaminan atas
tanah yang ada masih menggunakan peramran-peraturan tentang Aypotheek
dan credietverband yang berasal dari zaman Belanda, yang disusun
dalam suasana yang sangat berbeda dengan perkembangan yang terjadi
pada saat ini. Meningkatnya kegiatan pembangunan di bidang ekonomi
menghendaki tersedianya  piranti hukum yang dapat menampung
peningkatan Kkegiatan perkreditan yang semakin kompleks tersebut.

Earena dalam kegiatan perkreditan tersangkut beberapa pihak,
yakni kreditor, debitor serta pihak-pihak yang terkait, maka dalam
undang-undang ini kepentingan berbagai pihak tersebut diperhatikan
dan diberikan keseimbangan dalam perlindungan dan kepastian hukumnya.

*) Makalah disampaikan pada “konperensi 150 Tahun Kitab Undang-undang wkum Perdata
Indonesia: Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern”. diselenggarakan oleh
BPHN Dep. Kehakimanr RI bekerja sama dengan Universitas Leiden, Jakarta, 26-28 April
1999,

**} Prof. Dr. Maria 5.W. Sumardiono, $.H. MCL., MPA,, Gurs Besar Hukum Agraria, Fakultas
Hukum [JGM,




-""".'(Pasa]; 11" ayat (1)5 daﬁ: 'pemenuhan asas pubhsltas yakni_: -

UUHT dlma_ksnd&an nnmk mem_b_;“ 'k_an_ landasan. bag1 suatu .

| iembaga hak jamman' yang kuat: _dan me nj é nin kepgs‘clan hukum bacz_: o

_dukan 1st1mewa -
pref_ erence” atau hak mendahulu yang dlpunyaii_: :
tercantum daiam Pasai I_g:_angka 1 dan Pasal- L

- ;"__E-pendaftaran HT  (Pasal 13).

@.
(3)~

(6)
(7

Peiaicsanaan ekseku31 secara mudah dan pasts (Pasal 6 dan 26)

i Ketenman Pasa! 21 bahwa kepalhtan pemben HT tidak bexpenwamh_- _
terhadap ke!angsungan HT." S R T . 8

Sifat HT Yang tldak dapat dabag; bagz (Pasal 2 ayat. (1.

Adanya kemungkman untuk menjua] obyek HT secara di bawah

tangan menurut - tata cara tertentu (Pasal 20 ayat (2)).

":"DI samplng memberikan perhndungan kepada kreditor UUHT:'

Juga membenkan perlmdunvan kepada deb:torl pemben HT dan pxhakf
ketiga dalam ha! hal sebagaa berxkut : ‘

(1)

Adanya i\emungkman melakukan roya pamal yang dlatur dalam;

_Pasal 2 ayat (2) sebaga: penylmpangan dari asas tldak dapat_.

'. dibagi-bagi dalam Pasal 2 ayat (1.

@
3
@

(5)

.-Pemennhan Aasas spesialitas.dan publisitas. - -
-Ketentuan tentang 151 SKMHT dan® APHT

Hak pemegang HT pertama untnk men_;ual HT atas ‘kekuasaan

_ '_'sendm hanya danat terlaksana apabﬂa hal tersebut dlperjanjakan .
E "(Pasal 6 yo. Pasal 11 ayat (2} huruf’ e)

Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang HT untuk
memiliki obyek HT apabzia debitor cuiera janji adalah batal demi

-+ hukum (Pasal 12).
(&)

Ketentuan tentang pencoretan (rova) HT yang Sudah hapus (Pasal
- 22) diadakan demi kepentingan debitor/pemberi HT,




"taan menun_;u_"" an bahwa daiam praktek pelaxcsanaan-:.._-

B ._kuat déngan .secél.a. dérﬁpaknya sepeftl yané terjé.d: da]am' praktek yéng o
~ ‘seolah-olah melembagakan ‘Surat” Kudsa ‘Membebankan' (atau lebxh;'
dakenal dengan “Mernasang”) Hlpotlk (SKMH) dan adanya hambatan_i .

- Iam menegaskau atau melnruskan persepsu yang kurang tepat d1 waktu i
. yang lalu., Dalam makalah ini akan diuraikan ciri-ciri poicok HT;
perkembangan dan penegasan tentano obyek HT dan asas pemlsahan_ .
- horisontal; kedudukan® Surat’ Kuasa Membebankan Hak Tanggungan'

" (SKMHT) “penegasan -bahwa . sertipikat HT mempunya; kekuatan':-_

'eksekutorlal dan kaltan antara HT dan kepailitan.

' BEBERAPA CERI POKOK HAK TANGGUNGAN

Judul resmi: Undang-Undang No 4 Tahun 1996 adalah : Undang-
Undang ’I‘entang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda -
yang Berkanan dengan _Tanah Sesual denaan Judul tersebut yang -
d:maksudkan denoan HT adalah : hak Jamman yang d;bebankan pada_::
hak atas ‘tanah (garis bawah penuhs) sebagaamana dimaksud dalam
Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar PokokQ
Pokok Agraria, “perikut ‘atau tadak berikut benda-benda lain yang
merupakan satu kesatan _dengan ‘tanah itu, untuk’ perlunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor:
tertentn terhadap kreditor-kreditor lain (Pasal 1), Sebagai suatu lembaga..
hak jaminan yang, kuat HT mempunyal empat citi pokok, yakni : (1)
membenkan kedudukan dmtarnakan ¢ ‘preferent) kepada kreditornya; '
(2) selalu menglkun obyeknya dalam tangan siapa pun obyek itu berada
(“droit de suite”); (3) memenuhi asas spesialitas dan publisitas; dan
(4) mudah dan’ pastl pelaksanaan eksekusmya

Di samping itu, HT mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi,
vang berarti bahwa HT membebani secara utuh obyeknya dan setiap
bagian daripadanya. Pelunasan sebagian utang vang dijamin tidak
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-bagl tersebut dapat dlsampangl daIam

;hak atas. 'tanam_' yang“;rhel;upak:éﬁ baglan dan obyek HT yang a.kan'z

R _d;bebaskan'-fdan

pada erjanjxan pokok yakni per_;anpan yang-menimbulkan hubungan
hukum utang—plu!ang eberadaan,: berakhlmya ‘dan. hapusnya HT
'dengan sendmnya _'tergantung pada utang yang dljarﬂm pelunasannya
tersebut ; : i g o SRR .

Keberadaan HT dltentukan melalu: pemenuhan taza cara
pembebanannya yang melipuu df _t_ahap keg;atan yakni tahap pembenan
HT dengan dibuatnya APHT" oieh PPAT yang dldahulm ‘dengan
perjanjian pokoknya yakni’ per_;amdn utang: piutang, dan tahap pendaftaran
HT o]eh Kantor Pertanahan (KP) yang menandakan saat lahirnya HT.

domisili pihak -pihak ‘yang bersangkutan penun_]ukan utanv atau. utang-
utang yang dijamin, nilai tanggungan, dan uraian yang jelas tentang
obyek HT.(Pasal11): Di-dalam: APHT: dapat dicantumkan janji-janji
sebagaimana.Jazimnya; yang . ‘pada umumnya ;membatasi- kewenangan
pemberz HT: untuk:melakukan- ‘tindakan® tertentu terhadap ‘obyek HT

tanpa: izin tertuhs dari” pemegang ‘HT, satu dan ‘lain-hal: ‘agar obyek.

HT" tetap “dalam keadaan terpehhara atau tidak merosot ‘nilainya.
:Bahkan apabila ‘hak atas-tanah dilepaskan* ‘haknya oleh - pemben HT
_.atau dlcabut haknya unfuk kepentmgan umum, maka dapat dlperjanpkan
bahwa’ pemegang HT akan memperoleh se!umh/sebag;an darl ganti
Remgian yang d1ter1ma cleh pemben HT s

Daiam kaltannya dengan “hak pemegang HT- pertama untuk
meﬂjuai atas kekuasaan sendiri melalui. pelelangan umum obyek HT
apabila debitor cidera janji-dan mengambil pelunasan pintangnya dari

= .hai HT dibebankan pacia beberapa hak atas tanah pelunasan utang yang :

in dari. HT adalah’ bahwa.HT merupakan 1kutan (“accesso;r”) |

B "_Akta_ pemberlan HT memuai substan51 yang berSIfat Wajlb yakni.
'dengan nama ‘dan’ 1dent1tas pemegang dan pernber: HT,
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hasﬂ pen_]uaian tersebut apabﬂa hal tersebut dzkehendaki untuk_
berlaku harus dlcantumkan sebagai salah satu janji mengmcrat ‘bahwa

_ pen_luaian obyek HT tersebut yang merupakan milik pemberi HT h&r‘as_
3d11akukan sesuax dengan asas. penghormatan kepada mﬂak orang lain.

"APHT, Buku Tanah H‘T dan Sertlpzkat HT ‘maka. segala macam, janji- '

itu sudah tercantum di dalam Formullr APHT (Pasal 2) Peraturan" '
Mentéri” Negara Aorarla!K.ﬁpala BPN No: 3 Tahun 1996 tersebut

merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 17 UUHT yang memermtahkan .
adanya pengaturan tentang ‘bentuk dan isi APHT ‘dan buku-tanah’ HT

serta hai-bal yang ‘berkaitan’ déngan- pembeman ‘dan” pendaftaran HT.
berdasarkan Peraturan Pemermtah yang dimaksud dalam Pasal 19
UUPA, dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang

Pendaftaran Tanah__ Pada tanggal 30 Mel 1996 teiah terbu Peraturan.
" ‘Neg ;_.-_AgranafKepaia BPN. No. 5 Tahun. 1996 tentang

Pendaftaran Hak ’I‘angguﬁoan_.yan0 merupakan perazuran pelaksanaan _
UUHT . B i

Pembuatan APHT Wajlb diikuti dengan pengmman aktanya
sehmbat»lambatnya 7 (tujuh) harl ker}a setelah anandatanganéﬁ
APHT tersebut (Pasal 13)

Dalam waktu s (tujuh) han kerja setelah penertmaan secara
1engkap surat-surat-yang diperlukan-untuk ;pendaftaran, - KP. melakukan
péndaftaran HT menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
yakni dengan: ‘membuatkan . buku-tanah. HT: dan mencatatnya dalam
buku-tanah hak - atas-tanah -yang menjadi obyek HT, serta menyaim
catatan  tersebut pada sertipikat hak atas tanah yang . bersangkutan,
Tanggal buku-tanah HT adalah tanggal hari ketujuh tersebut, dan jika
hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku- tanah HT yang bersangkutan
diberi bertanggal hari kerja berikutnya. Saat pemberian tanggal pada
buku-tanah tersebut adalah sangat penting, karena pada saat itulah HT
lahir, yang berarti mulainya kedudukan “preferent” bagi kreditor,
penentuan peringkat: HT; dan beriakunya HT terhadap pihak ketiga

{pemennhan: asas.publisitas). -Sebagai- tanda bukti adanya HT “KP
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menerbltkan sertszkat HT yang: memuat irah-irah-dengan. kata*kata

"‘Deml Keadﬂan Berdasarkan Kemhanan :Yang Maha: Esa': dan_
.menyarahkannya Repada pem@g&ng HT Kecuali; apablia diperjanjikan
-lam, sertipikat hak atas tanah yang. telah dzbubuhz catatan pembebanan :
HT d;serahkara kepa a._-':pemecang hak atas tanah yang: bersangkutan .

Apablia HT burahh karena cessxe subrogam pewansan atau '

'karena sebab sebab lam_ masalnya penggabungan atau penvambﬂahhan -

'dxperlukan untuk pendaftaran perahﬁénnya Pcnentuan waktu ml pentmg '

karena menentukan -saat beriakunya perahhan HT terhadap pihak

OBYEK HAK TANGGUNGAN DAN ASAS PEMISAHAN
HORISONTAL S -

Pada prmmpnya obyek HT adalah hak atas tcmah yang memenuh1
dua persyara.tan ‘yakni “wajib’ dldaftarkan (untuk “memenuhi syarat
publisitas) dan'dapat dzpmdahtangankan (untik memudahkan pelaksanaan
pembayaran utang yang dijamin: pelunasnnya). Sesuai dengan amanat
Pasal 51-UUPA, hak atas tanah yang. ditunjuk sebagai obyek HT adalah
Hak Milik (HM), Hak Guna’ Usaha (HGU), dan Hak Guna: Bangunan
(HGB). Dalam perkembangannya kemudian, Hak Pakai (HP) atas
Tanah Negara menurut Peraturan Menteri Agraria No. 1Tahun 1966
Juga wajib didaftarkan. Karepa perkembangan di bidang administrasi
pertanahan tersebut, di samping untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,
maka HP atas. Tanah Negara tertentu yang memenuh; kedua syarat
tersebut juga dapat dljadxkan obyek HT )

- HPF atas Tanah Negara yang diberikan kepada instansi Pemerintzah,
Badan Keagamaan.dan Sosial, dan Perwakilan Negara. Asing vang.tidak
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dibatasi:jangka waktunya dandiberikan selama tanahnya digundkan
untuk keperluan tertentu: walaupun wajib didaftarkan, tetapi karena
menurut ssifatnya tidak  dapat- éspmdahtangankan bukan mempakan
obyek HT; sedangkan HP atas' Tanah Negara yang ‘diberikan kepada
orang: perseorangan dan ‘badan-badan hukum perdata, karena memenuhx
kedua persyaratan tersebut, dapat dijadxkan obyek: HT

Penunjukan HP atas Tanah Negara sebagal obyek HT selam
karena telah ‘memenuhi kedua syarat tersebut didasan pada- tujuan-
' 'untuk memenuhl kebutnhan masyarakat temtama ka]angan menengah
"ke bawah yang mempunya: tanah dengan HP dan belum - mampu untuk '
rnenmgkatkannya menjadl "HGB “atau’ HM .Bagi mereka adanya_
keténtuan in1 membenkan kesempatan untuk dapat memmjam uang
dengan HP atas tanahnya sebagax jamman _ :

Kesempatan yang sama tentu dapat pula dipergunakan o!eh
WNA yang menurut UUPA juga dapat menjadl sub}ek HP. Namun hal
:m bukanlah tujuan pokok penun_]ukkan HP sebagax obyek HT. Bagi
orang asmg, _ada persyaratan untuk men}adl subyek HP, yang harus
dlpenum sesi}m Peraturan Pemerlntah (PP) No. 41 Tahun 1996. tentzmg
Pemlilkan Rumah Tempat nggal atau Human oleh Orang Asmg yang
Ber}cedudukan ch Indonesia. dan Peraturan Menterx Negara Agrarla/
Kepala BPN No. 7 dan No. 8§ tentang Persyaratan Pemilikan Rumah
Tinggal atau” -Hunian oleh Orang Asing. Dermikian pula bagi mereka
uniuk dapat mengajukan permohonan kredit dengan HP atas -Tanah

Negara sebagax _]amman sudah tentu_harus memenuhi rambu-rambu
yang. dxtetapkan dalam per aturan perbankan yang antara iam menentukan
bahwa orang as_mg_t_ers_ebut._harus sudah bertempat tinggal di Indonesia
dalam- jangka waktu tertentu, -mempunyai usaha di Indonesia, dan
kredit yang bersangkutan dlpergunakan uniuk kepentmgan pembangunan
di wﬂayah Negara Repubhk Indonesm - /

Dalam’ kaﬁannya dengan kedudnkan selaku krechtor UUHT
menegaskan bahwa seorang WNA ataupun badan hnkum asing dapat
menjadi pemeo‘ang HT karena HT tidak ada kaitannya dengan pemilikan
obyeknya secara langsung. Demikian pula perjanjian utang-piutang
yang mendasari pemberian HT tersebut dapat dibuat di Indonesia atau
di luar' negeri, sepanjang kreditnya digunakan untmk kepentingan

B T W U I ST | L EVEN 3 I W
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Dx sampmg HP atas Tanah Negara ada kemzmgkman HE: tezgadx_ '
dlbuka k mungkmannya untuk dapat dxjamkan obyek HT apabﬂa ieiah
;memenﬁha__' kedua ‘syarat tersebui (Sumardjono 1994) Mencenaz ‘hal
ini.sudah dzsebutk&n daiam PE No 40 Tahun 1996, tentang HGU HGB '
dan Hak Pakai atas ‘Tanah Negaxa _dan_ PP No 41 Tahun 1996 tersebui _
_d1 atas, . narnun pembena ak ata; gnah di, atas HM mz mas;h perju-
datmdakla:njuti dengan peraturan pelaksanaa.nnya i e :___._:

: Dalam UUHT dltegaskan pul _:bahwa tanah HM- yanz sudah:'-
- .dzwakafkan dan tanah«tanah yang dwunakan untuk keper}uan per:badaian' '
adan kepeﬂuan suci 1a1nnya wa}aupun memenuhx kedua syarat tersebut '
karena - kekhususan * ‘sifat dan tujuan penggunaannya, t;dak dapat
d:_ladlkan obyek HT. STOVRENTISY AR L

‘Sesual’ dengan asas-pemisahan horiontal yang dlanui oleh Hokum
Tanah Nasional, maka HT d;bebankan pada hak atas. tanah, yakni HM,
HGU “dan HGB seria-Hak. Pakax atas . ‘Tanah Negara (Pasal 4. ayat :
n), (2} dan- (3), Benda benda (bangunan ‘tanaman, hasil karya berupa
patung, relief, cand;) yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang
bersangkutan secara hukum bukan merupakan bagizn dari tanah yang
bersangkutan Sesuan dengan ‘perkembangan keadaan dan kebutuham
masyarakat sebagalmana tampak dalam’ praktek seharz hari, penerapan
asas. pemzsahan horizontal mengalami perkembangan Dengan demikian,
maka ‘pembebanan HT ‘atas tanah dapat pula (Jadr tidak otomnatis)
mehputi benda-benda yang‘secara tetap’ merupakan satu ‘kesatuan
dengan tanah tersebut, baik yang berada di atas maupun. di bawah
permukaan tanah yang merupakan milik - pemegang hak atas tanah,
dengan syarat bahwa’ kexkutsertaannya dibebani HT" harus dmyatai\an
secar_:__-'tegas dalam APHT (Pasal 4 ayat (4) 4 -

"Apabzla benda benda tersebut dlmzlxka oleh pxhak lam
ikg ”_rtaannya sebagai Jamman dapat dilakukan sepamang ‘pihak lain

rsebut “‘memberikan persetujuan dan bersedia untuk bersama-sama
dengan pemegang hak atas tanah menjadi pihak pemben HT (Pasal
4 ayat (5)), Pasal 4 ayat (5) i ini harus dzpahami dalam kaitannya dengan
ayat (4), yakni bahwa yang men;adl obyek HT adalah hak atas tanah,
benda lain tersebut d1 atas dapat dnkuasert&kan atau txdak dxmuisertakan
sebageu jaminan.

. Pernahaman atas kaitan Pasai 4 ayat (4) dan (S) dapat menghmdarkan
%;esa shan dalam penerapan TJIJHT. Riia bunyi ayat(5) r*ls}wma terpisah
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'secara umum ya__m -':-bahwa_'s'eorang (caion) deb;tor dapat memmta_

L kepada :etlap orang/badan hukum yang berwenang melaknkan perbuatan o

..kemud;an _bendd yang dimzhkz oleh plhak yang bersangkutan akan' '
"dukutsertakan sebagm obyek HT, hal tersebut: dapat d;tempuh atas
'.-kesepakatan pihak- pxhak yang bersangkutan dan kedua belah pxhak
bemndak selaku pemberl HT. L ;

Benda benda berupa bangunan, tanaman ‘dan " hasil karya yang
dapat iknt sertadibebani HT: mehput; benda—benda yang ‘sudah ada
pada saat pembebanan HT maupun ‘benda-benda yang’ ‘baru“akan ada
Dalam kaitan dengan krecht konstruk51. maka kemungl\man ini menjadi _
sangat bermakna ' S - T

Terhadap bangunan yang berada d1 bawah permukaan tanah
rmsainya basement (ruang parklr dengan peraiatan ‘mesin dan sebagamya)
yang. secara nsﬁ{ ada -hubungannya. dengan haI\ atas - _tanah yano
bersangkutan maka banaunan tersebut dapat: dnkutsertakan sebaga:
obyek HT:.di sarnpmg hak atas tanahn_ya

_ UUHT tIdak mengatur tentancr pembebanan HT teihadap bancunan
yanv menggunakan ruarg bawah tanah yang . secam fisik tldak acia
hubungannya dengan bangunan. yanv ada di atas permu}\aan bumi d1
atasnya. Hal ini disebabkan, karena pembenan hak di ruang bawah
tanah beium d;amr waiauoun semenja!c tahun 1991 dalam semmar di
E akultas Hukum UGM pernah dxiontarkzm gagasan mengenax hal
tarsebut (Sumard;ono, Kompas - Oktober 19935). '

Imphkas; paa}ms dalam ka;tan dengan pembebanan hak atas
tanah adalah bahwa dalam menerima agunan hak atas tanah seyogyanya
sekaligus diikutsertakan benda-benda lain yang ada di atas tanah yang
bersangkutan, baik yang telah ada ataw akan ada. Hal ini dibuka
‘kemungkmannya sebagmmana tercanmm daiam Lormuhr APHT yakm

dalam mang akta No. 27.
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He Bagazmana dengan inasalah };ambebanan atas mesinsmesin pabrik
':-yana tertancap’ di atas: ta.nah dan’ mempakan safu kesaman dengan tanah
yang: ‘bersangkutan yang berad.a ‘dalam’ bangunan pabrik‘? Kiranya
“rriesin-: mesm tersebut dapat ‘diikatsertakan ‘dalam . pembebanan HT.
Dalam hal ini ya.ng menjadl obyek HT adaiah hak atas {anahnya berikut
mesin- mesm iersebut (dan ﬁdak d1bahk mesm~mesm berzkut ‘hak: atas__' _
tanahnya) 'dengan kete t -kelkutsertaan mesm mesm sebagaz _

-Rumah Susun dan HM Atas Satuan Rumah Susun termasu}{ yang.
dldmkan d1 atas tanah HP atas Tanah Negara Ketentuan ini menegaskan '
.bahwa dencran adanya UUHT; maka' satu- satunya Iembaga hak j jaminan
atas: tanah yang’ ‘berlaku adalah HT yang diatur: dalam*undang-udrang -
ini. Hal ini berarti bahwa sesuai dengan ketentuan* yang' tercantum
daiam Pasal 12 dan Pasai 13 Undang Undang No.. 16 Tahun 1985 -

tundu}\ pada pengatﬁran UUI—IT HaI ini pentmg dzpahaml karena
menurut UURS" apabﬂa SRS dan HMSRS berdiri d; atas tanah HP
atas” Tanah. Neoara maka dlbebam dengan f ducia. Dengan adanya
unifikasi HT ‘maka’ dengan dxtunjuknya HP ‘atas Tanah Negara sebagai
obyek HT, “maka penjarmnan dengan /i ducia; sesuai dengan UURS
menurut pengalaman belum: pernah‘terjadi- dan penunjukan HP atas
Tanah:Negara sebagai-obyek: HT justru memperknat: ‘kedudukannya;

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang
No..4 Tahun 1992 tentang Perumahan.dan Permukiman (UUPP), untuk
pembebanan. -atas  rumah (tanpa - dikaitkan ‘dengan ‘hak atas tanah,
penulis) tetap dapat c_iiiakukan-_ldéngan.z‘t-:a_ra_.-f;_idusia.(ayat {2y huruf. a).
Sedangkan pembebanan rumah.beserta tanah yang haknya (hak atas
tanahnya, penulis) dimiliki:oleh pihak yang sama (ayat (2) huraf b);
dengan adanya UUHT dibebani dengan HT. Pembenan kemungkinan
oleh UUPP bahwa rumah (yang nofa bene mmah dan hak atas fanah
dzmzhk; oleh pxhak yang sama) dapat d1f1dusxakan sedangkan tanah
(hak atas tanahnya penulis) dapat dlh;potakkan (sekarang dxbeban HT)
d;sampmEF akan 'nembawa konsekuensi yang rumit pada saat ekseicus:

juga tldak sesuai dengan liwa UUHT

51




-+:Dengan demikian jelaslah, bahwa uwntuk jaminan terhadap hak
' atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda yang merupakan satu
kesaman dengan tanahnya berlakulah HT. Fidusia dapat diberlakukan
ﬁu'xtuk pen}amman bukan tanah. (Sumardjono Kompas 8 Aprll 1996)

.K’UASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN

©Bérbeds dengan -praktek pada masa yang Iaiu yang seoiah olah _
: memperlakﬁ _uasa.'membebangan/memasang thotzk sebagax sesu n
_yang dllembagakan ‘maka dalam UUHT, pembuatan SKMHT han _a
' d;perkenankan dalam. keadaan khusus, yakm apabila: pemben HT t:dak_ .

o dapat . hadir. sendiri..di hadapan PPAT untuk membuat APHT. Dalam

hal- ini,, pemberz HT: wajib menunjuk pihak “lain sebagai: kuasanya
dengan SKMHT . yang . berbentuk  akta ~“otentik - dan pembuatannya
dzserahkan kepada Notaris atau PPAT yang keberadaannya mengangkau
Wﬂayah kecamatan e : L - ; ;

Penunjukan PPAT sebaga1 pejabat yang berwenanc membuat
SKMHT di samplng Notarls adalah berdasarkan alasan bahwa PPAT
adalah pe;abat umum yang berwenang membuat akta pemmdahan hak
énah d n _akta Iam dalam rangka. pembebanan hak atas tanah
yanw bentuk aktanya dxtetapkan sebagal bukti d;lakukannya perbuatan
huknm tertenm mengenai tanah yang  terletak di. daerah kerjanya.
Dengan demlkmn maka. akta akta yang dibuat oleh. PPAT memenuhi
syarat s_ab__z;ga_i algt__a otentik. Perlu diingat bahwa keberadaan PPAT
manjangkaﬁ_;wilayah kecamatan sehingga dapat melayani pihak-pihak
yang.-memerlukannya,- terutama ditempat-iempat di-mana tidak- ada
Notar:s yang bertugas

Substansa SEMHT d1batasx yakm hanya memuat - perbuatan
hukum -membebankan . HT, tidak memuat hak untuk menggantikan
penerima kuasa melalui pengalihan, dan - memuat nama dan identitas
kreditor, debitor, jumlah utang, serta obyek HT (lihat Lampiran 1
Peraturan Memerl Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 19%6):

D1 sampm pembatasan mengenau substamnya untuk mencegah
berlarut- Iarutnya pemberaan kuasa dan demi tercapainya kepastian
hukam, SKMHT dibatasi jangka waktu berlakunya. Terhadap tanah-
tanah yang sudah terdaftar, SKMHT wapb segera diikuti dengan
pembuatan” APHT dalam jangka wakiu 1 (satu) bulan ‘dan terhadap

Ia, In 1., 3
cun{.u G.JliLLAA PATLE-A beuau tuxuanal, z\bwajiuan Lblb‘;uut uau_m Lnycuuut
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dalam wakin 3 (tiga) bulan. Yang dimaksud dengan tanah yang belum
a@?ﬁ&it&; .adalah ia_nah~s_anah yang otelah  ada hak, kepemilikennya
menurut nu?{u‘n adat tetapi proses adminstrasi dalam konversinya
'beium selesai dﬂa&sanakan (Psr_;eiasan Pasal 10 ayat (3)). Termasuk
' dalam kauﬁ:gon tanzh belum terdaftar ini adalah tanah-tanah yang sudah
bersertipikat, tetapi belum ‘didaftar ‘atas ‘nama pemberi HT- sebagai
pemegang hal atas ‘tanah yang baru, yakni tanah yang belum didaftar
peralihan- haknya,: pemecahannya atau penggabungannya (Penjelasan

K tldaic dxpenuh: maka SKEMHT menjadi batal demi hukum. Ketentuan
tentang: batas | waktu zmtuk melaksanakan kewajlban yang bersifat g
1mperatzf tersebnt .menegaskan  bahwa: - SKMHT ‘bukan- rnerupakan
syarat dalam. Dmses pembebanan HT karena syarat mutlak pembebanan
HT adalah pemberian HT dan. pendaftarannya namun apabila pembuatan
kuasa, tersebut d:perlukan .maka persyaratannya haruslah dipenuhi. .

Uﬁtuk mefaksm}akan keientuan Pasal 15 ayat (3), yaitu perkecualian
tentaﬂg berlakunya ‘persyaratan batas ‘wakiu penggunaan SKMHT,
maka telah terbit Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.
4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan SKMHT
unmk men;amm Kredlt-kredlt Tertentu. - ‘

UUHT memperhatzkan perbeda&n dalam kemampuan ekonoml
seoeorang dan permasalahan yang masxh ada seputar pem;hkan surat
tanda bukti hak atas tanah. Karena itu, ketentuan ‘sebagaimana tercanturm
dalam. Pasal 8. Undang I}ndang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
yang dalam pen_;eiasannya antara lam .menyebutkan bahwa: tanah
yang kepemlhkannya didasarkan pada hukum adat, ya:tu yang bukti
kepamlhkannya berupa gmk petuk dan lain- lain yang sejenis dapat
dlgunakan sebagal agunan dztampung dalam UUHT Tanah-tanah
tersebut dapat dijadikan agunan dengan memenuha persyaratan dalam
UUHT, yakni pemberina HT—nya dilakukan bersamaan dengan permohonan
pendaftaran hak atas tanahnya. Atau jlka karena sesuatu hal harus
ditempuh pembuatan SKMHT, maka jangka waktu untuk rnenmdakianjuu
dengan pembuatan APHT adalah 3 (tiga) bnian :

Dalam UUHT. j juga dltentukan bahwa kuasa untuk membebankan
HT tzd&_k‘dap_at ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab
apa- pun: kecuali karena telah dilaksanakan atau telah habis jangka
waktunya. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar supaya pemberian HT

"..Pasal 15 ayat (4)): Apabﬂa persyaratan tentang jangka waktu tersebut o

3 P o he j PAUPCPAP . R | 3 e Jmnn 1 ;
MWMW‘M&%‘W%}%%A AR AT Sux.x,nlséu HANGLEFL AR GRS aoitaddl JUR UL UGE]
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pemegang maupun pemberi HT, terleblh ‘mengingat bahwa kuasa _
tersébut’ hanya dibuat dalam keadaan yang sangat khusus, dan dengan
persyaratan yang ketat ‘serta Jangka waktu berlakunya dlba:am .

: Dalam rangka pembuatan APHT maka dajam APHT harus'__-
disebutkan nomor. dan tanggal perjanjian kredit serta Jumlah utang
sebaga; ‘salah- satu syarat: pemenuhan: asas spesialitas. (Pasal .11 ayat
(1) humf ¢ jo.-Pasal-3 ayat (1)). Adanya.kekhawatiran bahwa haI.'
_tersebut akan merepotkan -apabila  terjadi- perpanjangan - perjan}mn_ )
kiranya. tldak cperlu: dxpennasalahkan karenatelah ditampung dalam
formulir APHT yakni dalam ruang akta no.-12, 13, dan 14. Demkan‘
puala’ men_genal ‘penentuan jumlah utang dalam- formulir APHT__dapat
dipilih untuk diisi'dengan angka dan huruf, apabila jumlah utang sudzh
ditentukan dengan pasti (fixed loan), atau tidak diisi apabila Jumlah
utang txdak ditentukan dengan jumlah (angka) tertentu yang pasti dalam
perjanjian, ses_ua_; dengan ruang akia no. 14 termasuk penambahan,
perubahan, bétpanjangan serta pembaruan perjanjian utang-piutangnya,

EKSEKUSI HAK TANGGUN GAN

Kemudahan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan ekseku51
apabila debitor cidera janji, dalam kenyataannya kelancaran pelaksanaannya
tergantung pada beberapa faktor, baik ‘disebabkan oleh taktik kreditor,
atau debitor, kurang dzpahammya peraturan yang menjadi landasan_
hukumnya persehsxhan mengenai jumlah utang yang harus d;bayar
dan penyerahan dokumen yang diperlukan (Harchap, 1995). Di
sampmg para pihak d]tuntul untuk menunjukkan itikad baiknya dan
para pelaksana wajib memahami dan mematuhi syarat substansial dan
formal dalam proses pembebanan HT, termasuk peralihannya, dalam
UUHT dltegaskan_ ‘bahv\.a untuk __melaksanakan eksekust HT melai_m_
lembaga “paﬁat@ executie” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 RIB
dan Pasal 2_58 Rbg, maka dalam _sertipikat_' HT yang merupakan tanda
bukti adanya HT dimuat irah-irah dengan. kata-kata “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga sertipikat HT
tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusaﬁ
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan sekaligus
berlaku sebagai pengganti “grosse acte hypotheek”. Penegasan ini
dimaksudkan untuk menyatokan persepsi bagi pihak-pihak yang terkait
(Notaris/PPAT, pengadilan, BUPLN, Kantor Lelang) terhadap salah

satu dokumen yang harus diserankan unfux pelaksanaan eKsexus: ril
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vang.padawakta.yang lalu sering menjadi salah satu hambatan. Dengan
demikian, kepastian hukum dapat diharapkan melalui penegasan tentang
rmsaiah ui;el eksekuteraal dalam Pasai 14: ayat (1) ini'( Yahya Hamhap,_

?ada prmszpnya dalam eksekusi HT d;harapkan dapat tercapai

harga yang temnggx untuk obyek HT yang dijual melalui pelelangan
umum, ‘namen. apabila. dipsriqrakan bahwa  penjualan. dengan cara
tersebut tidak- akan ‘mencapai: tujuannya;- dalam Undang Undanfr mi. o

diberikan kemungkinan ‘untuk’ ‘melakukan’ penjualan di bawah tangan'__-'_f'
_sepanjang “hal’ tersebut d}sepakatl oieh pemegang dan pemben
dengan memenuh: syarat syarat tertentu (Pasal 20 ayat (’?) dan (3))

Pemenuhan persyaratam tersebut bertuguan agar ada’ transparansl
dalam jual-beli tersebut sehmgga siapa saja yang bermmat menjadi
pembel: dapat. ikut.serta dalam pelaksanaannya, -di samping bahwa .
persyaratan. . tersebut .adalah untuk melindun g} pihakwpxhak yang
berkepentmgan Pihak yang berkepentm gan.itu mungkin pemegang HT
kedua dan seterusnya atau kreditor lain.. Yang dimaksud kreditor lain
dapat mencakup kreditor konkuren. Mengapa mereka perlu memperoleh
pemberitabuan tentang penjualan di bawah tangan ini? Karena sebagai
kreditor konkuren, mereka masih dapat mengharapkan untuk memperoleh
tagihan dari sisa penjualan obyek HT setelah dikurangi dengan piutang
pemegang HT, tentunya secara proporsional dengan kreditor konkuren
yang lain.

HAK TANGGUNGAN DAN KEPAILITAN

- Dalam kaitan antara HT dan kepailitan, paling tidak terdapat dua
hal 'yang patut: dicatat. Pertama; dalam kaitannya dengan permohonan
pailit dapatkah seorang kreditor pemegang HT mengajukan permohonan
paxht terhadap seorang debltor‘? :

Pasal 1 Undang~undang No. 4 Tahun 1998 tentang kepaﬂnan
UUK) maupun Penjelasannya tidak merinci kreditor menurut jenisnya,
tetapi. hanya menyebutkaﬁ “debitor yang mempunyai dua atau lebih
kreditor” dan “atas permintaan seorang atau lebih kreditornya”.
Kiranya hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa setiap kreditor, termasuk
kreditor pemegang HT dapat mengajukan permohonan pailit, terutama
jika dalam kenyataannya nilai jaminan (pada saat ini) lebih kecil bila

dibandingkan-dengan-jurlalr-atang ~berikat-bunganys yang - dijamin
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dengan HT. Bila nilai jaminan lebih besar dibandingkan dengan jumlah
utang berikui bunganya, barang kali kreditor pemegang HT tidak
merasa perlu mengajukan permohonan kepailitan karena pada saat
eksekusi HT ia akan dapat memperoleh kembali piutang dan bunganya
sesuai dengan perjanjian".

- Tafsiran tersebut di atas diterapkan dalam keputusan Pengadilan
' -N;aga dalam perkara kepailitan Dharmala Agrifood yang menyatakan
bahwa. kreditor -pemegang HT dapat mengajukan permohonan paili
“karena UUK. tidak - membuat perbedaan antara berbagai golongan
kredito dan sebahknya juga tidak secara khusus melarang kreditor
' Gang HT untuk dapat mengajukan permohonan pailit.

Kedua kapankah kreditor pemegang HT dapat melaksanakan
eksekusx HT—nya dalam hal debitor dinyatakan pailit?

Sebagalmana diketahui, Pasal 21 UUHT memberikan kedudukan yang
kuat kepada kreditor pemegang HT karena apabila debitor (pemberi
HT).dinyatakan pailit, kreditor pemegang HT tetap berwenang melakukan
segala hal yang diperolehnya sesuai dengan UUHT. Hal ini berasti
bahwa obyek HT tidak termasuk dalam harta kepailitan. Hal ini
diperkuat dengan Pasal 56 ayat (1) UUK yang menyebutkan bahwa
setiap kreditor yang memegang HT, hak gadai atau hak agunan atas
kebendaan lainnya, - dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak
terjadi -kepailitan. '

Dalam keadaan normal (di tuar kepailitan} hak istimewa kreditor
untuk memperoleh pelunasan piutangnya bila debitor cidera janjt
adalah dengan eksekusi HT, yakni menjual obyek HT melalui pelelangan
amum sesuai ketentuan Pasal 20 UUHT berdasarkan hak pemegang
HT pertama untuk menjual obyek HT (Pasal 6 UUHT) atau berdasarkan
kekuatan eksekutorial yang. terdapat dalam Sertipikat HT vang disebut
dengan acara parate executie, yakni bahwa berdasarkan bukti-bukiti
bahwa debitor ingkar janji, kreditor pemegang HT mengajukan permchonan
eksekusi kepada Ketua PN dengan menyerahkan Sertipikat HT. Eksekusi
dilaksanakan atas perintah dan dengan dipimpin oleh Ketua PN melalui
pelelangan yang dilakukar oleh Kantor Lelang Negara. Di luar Kedua
aca_fa ini dengan pemenuhan syarat-syarat tertentu dapat pula dilakukan
penjualan obyek HT di bawah tangan.

Namun dengan terbitnya UUK, maka hak istimewa kreditor pemegang

HPurtukc metaksaakansksskas BT B dE505T dmyatakan paili,
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 ditangguhkan untuk sementara waktu, yakni untuk jangka wake'paling
:flama a0 (semhﬂan puluh) hari. terhitung . sejak tanggal putusan pailit

' i : )' Penangguhan ini - dimaksudkan uniwk -
ra lam_ memperbusa: kemungkman i;er]admya perdamaian mumperbesar:" -

B -::-gwakm palin;

UUK). Daiam = hal ini maka kreditor pemegang HT baru dapat
me_nerima bagxannya pada saat pembagian akhir,

Dalam Pasal 57 ayat (3) disebutkan bahwa kurator dapat
membebaskan obyek HT dengan membayar utang yang dijamin dengan
HT tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa HT hapus dengan dilunasinya
utang tersebut.

Dalam melaksanakan haknya, kreditor pemegang HT wajib
mempef_tanggungjawabkan hasil penjualan obyek HT dan menyerahkan
sisa hasil penjualan setelah dikurangi dengan jumlah utang, bunga dan
biaya (Pasal 58 ayat (1) UUK). Bila hasil penjualan tidak cukup untuk
melunasi piutang yang bersangkutan, pemegang HT dapat mengajukan
tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai
kreditor konkuren (Pasal 58 ayat (4)).

Bagaimana bila eksekusi HT melaiui pelelangan umum diperkirakan
tidak dapat mencapai harga yang tertinggi? Dalam hal ini ketentuan
Pasal 20 ayat (2) dan (3) UUHT berkenaan dengan penjualan obyek
HT di bawah tangan dapat dilaksanakan. Dalam hal debitor dinyatakan
pailit pemberitahuan kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai
salah satu syarat uniuk melakukan penjualan obyek HT di bawah
tangan, seyogyanya juga mencakup pemberitahuan kepada kurator
sesuai dengan tugasnya uniuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan
harta_pailit

HT hams melaksanaka'a haknya dafam ]anci\a
g lambat.2 (dua} bulan terhltung se;ak dxmuiamya keadaan'-_f- -
“insolvensi. Bila- “dalam jangka - waktu “dua- buian tersebut kreditor
_-‘pemeg'ang HT . t!dak melaksanakan haknya kurator berhak uniuk .
..___én 2l ebyek HT t'anpa"mencfurangi haI\ kredltor ;)emeganv HT untuk
_'mempéroieh hasxi penjua!an obyek HT tersebu{ (Pasal 57 ayaz ('J)'__
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'PENUTUP

Terbltnya UU Kepaihtan menegaskan periunya pemahaman

_undangan_lémnya yang releva": Salah sai:u di antaranya adalah prmup«

temang Hak Tangguncan Perlu pemahaman sccara utuh Eentang hak

_ :'dan kewajiban yang dipunyai.oleh kreditor pemegang HT beserta tata'
: :_cara melaksanakan haknya di-samping. hak" dan. -kewajiban debltor
- _'pemben HT agar supaya hak haknya ‘tetap: dijamin: dalam. berba.gm 2

-'pensnwa termasuk daiam kepaxhtan seorang debitor.

Bﬂa hal m: terlaksana maka dapat dikatakan bahwa harmomsam :

dalam pembentukan peraturan pemndang undangan dan penegakan
hukumnya teiah dapat dlcapai

insip - yang termuat daiam berbaga1 peraturan pemndang- :
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